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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik penguasaan pasar dan dugaan
penyalahgunaan posisi dominan oleh Google LLC melalui kebijakan Google Play
Billing System (GPBS) dalam Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-1/2024. Kebijakan
GPBS mewajibkan pengembang aplikasi menggunakan sistem pembayaran internal
Google dengan service fee sebesar 15-30%, yang menimbulkan kontroversi karena
dianggap membatasi pilihan serta meningkatkan ketergantungan developer
terhadap platform. Meskipun demikian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
menyatakan bahwa Google tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a dan b
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga memunculkan perdebatan
mengenai batas penilaian penguasaan pasar di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan tersebut
dengan ketentuan hukum persaingan usaha, menelaah pertimbangan Majelis
Komisi dalam menilai posisi dominan Google, serta mengkaji putusan melalui
perspektif  Magqasid Asy-syari‘ah, khususnya prinsip keadilan (al-‘adl),
perlindungan harta (hifz al-mal), dan kemaslahatan umum. Metode yang digunakan
adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan sifat
deskriptif-analitis, berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Google memiliki posisi dominan
dalam pasar distribusi aplikasi Android di Indonesia karena penguasaan Google
Play Store sebagai infrastruktur utama dengan hambatan masuk tinggi dan
substitusi terbatas. Kebijakan GPBS berpotensi memperkuat dominasi melalui
kontrol atas sistem pembayaran. Dari perspektif magasid menurut Muhammad al-
Tahir Ibnu ‘Ashir, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan
harta dan keadilan distributif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi
persaingan di sektor digital guna mewujudkan ekosistem ekonomi yang adil dan
berkelanjutan.

Kata Kunci: Penguasaan Pasar, Posisi Dominan, Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-
112024, Google Play Billing System, Maqasid Asy-syari‘ah, Ibnu ¢ Ashar
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ABSTRACT

This study analyzes market control practices and alleged abuse of dominant
position by Google LLC through the Google Play Billing System (GPBS) policy in
KPPU Decision Number 03/KPPU-1/2024. The GPBS policy requires application
developers to use Google's internal payment system with a service fee of 15—30%,
which has caused controversy because it is considered to limit choices and increase
developers' dependence on the platform. However, the Business Competition
Supervisory Commission stated that Google was not proven to have violated Article
19 letters a and b of Law No. 5 of 1999, thereby sparking debate regarding the
limits of market dominance assessment in the digital era.

This study aims to analyze the conformity of the decision with competition
law provisions, examine the Commission's considerations of the Commission
Council in assessing Google's dominant position, and to review the decision
through the perspective of Maqgasid Asy-syart ah, particularly the principles of
Justice (al-‘adl), protection of property (hifz al-mal), and public interest. The
method used is a literature study with a normative juridical and descriptive-
analytical approach, based on primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of the study show that Google has a dominant position in the
Android application distribution market in Indonesia due to its control of the
Google Play Store as the main infrastructure with high barriers to entry and limited
substitutes. GPBS policies have the potential to strengthen this dominance through
control over the payment system. From the perspective of maqasid according to
Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Ashir, this practice does not fully reflect the protection
of property and distributive justice. This study recommends strengthening
competition regulations in the digital sector to create a fair and sustainable
economic ecosystem.

Keywords: Market Control, Dominant Position, KPPU Decision Number
03/KPPU-1/2024, Maqasid Asy-syari‘ah, Ibnu ‘Ashiir.
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F. Vocal Rangkap
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika ekonomi digital telah menghadirkan tantangan baru dalam
penegakan hukum persaingan usaha.! Platform digital raksasa, dengan
model bisnis yang kompleks dan jangkauan pasar yang luas, seringkali
memiliki kekuatan yang menyerupai atau bahkan melampaui
monopoli tradisional.? Google Limited Liability Company (LLC),
sebagai salah satu aktor dominan di ekosistem digital global, melalui
produk dan layanannya, secara signifikan membentuk cara
masyarakat berinteraksi dengan teknologi.’

Salah satu instrumen krusialnya adalah Google Play Store,
yang menjadi gerbang utama bagi jutaan aplikasi untuk mencapai

miliaran pengguna Android di seluruh dunia.* Pada 28 September

! M.Yudha Hilmawan, Ibnu Rizkhan Gynastsiar, and Fakhrur raji, “Studi Teoritis Tentang
Implementasi Hukum Transaksi Digital Di Indonesia: Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Hukum
Positif,” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 3, no. 1 (2025),
hlm. 56-59.

2 Catherine Jewell, “Creative Industries in the Platform Economy,” WIPO, 2018, him. 34.

3 Muhammad Yusril Haffandi and Jhon Veri, “TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS
TENTANG MODEL BISNIS BERBASIS PLATFORM DALAM EKONOMI DIGITAL:
ARSITEKTUR, PENCIPTAAN NILAI DAN EFEK JEJARING,” JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik
Informatika) 9, no. 5 (2025), him. 48.

4 Dimas Cahyo Saputra, Muhammad Fauzan, and Gabriel Carol Aldosion, “Pengaruh
Rating Dan Komentar Pengguna Di Google Playstore Terhadap Keputusan Pengguna Dalam



2020, Google LLC mengumumkan Kklarifikasi kebijakan yang
mewajibkan setiap developer aplikasi yang menggunakan Google
Play Store untuk menjual layanan digital (barang dan jasa digital)
agar menggunakan Google Play Billing System (GPBS). Kebijakan
ini menetapkan bahwa setiap transaksi in-app purchase melalui GPBS
akan dikenakan biaya layanan (service fee) sebesar 15%-30%.°
Kebijakan Google Play Billing System sontak menimbulkan
kontroversi dan protes dari kalangan developer, yang merasa
terbebani oleh pungutan yang signifikan tersebut dan terpaksa
menggunakan sistem pembayaran eksklusif Google, tanpa adanya
opsi alternatif yang sepadan.® Fenomena kebijakan Google Play
Billing System ini menarik perhatian Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) Republik Indonesia, yang bertugas memastikan
terciptanya persaingan usaha yang sehat.” KPPU lantas melakukan
investigasi dan mengeluarkan Putusan Nomor 03/KPPU-1/2024.

Kasus ini berpusat pada dugaan penguasaan pasar dan

Mengunduh Aplikasi,” Spectrum: Multidisciplinary Journal 2, no. 1 (2025), hlm. 69-73.

> Fitriani Ramdhan and Syarif Hadi, “Posisi Dominan Dan Praktik Persaingan Usaha Tidak
Sehat Dalam Ekosistem Aplikasi Digital: Studi Kasus Google Play Store Di Indonesia,” Jurnal
Hukum Dan Pembangunan, 2023, him. 213.

¢ Ramdhan and Hadi, “Posisi Dominan Dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam
Ekosistem Aplikasi Digital: Studi Kasus Google Play Store Di Indonesia,” hlm. 92

7 Susilawati - and Rohani Rohani, “KAJIAN HUKUM KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA (KPPU) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT,” Jurnal Pro Justitia (JPJ) 3, no. 1 (2022), him. 143.



penyalahgunaan posisi dominan oleh Google LLC melalui kebijakan
GPBS yang mewajibkan developer menggunakan sistem pembayaran
miliknya dan membebankan service fee yang tinggi.® Para developer
mengeluhkan bahwa tidak adanya alternatif sistem pembayaran yang
sepadan membuat mereka terjebak dalam ekosistem Google, sehingga
mereka tidak memiliki daya tawar untuk menegosiasikan biaya
layanan.’

Namun, dalam amar putusannya, Majelis Komisi menyatakan
bahwa Google LLC sebagai Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal
19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.!'”
Putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai interpretasi dan
penerapan hukum persaingan usaha di era digital, khususnya terkait
dengan batasan penilaian terhadap penguasaan pasar dan perilaku

eksklusif pelaku usaha platform digital yang memiliki kekuatan

gatekeeper.!!

8 Muhammad Yudhistira Yoandito, “Tinjauan Yuridis Terkait Posisi Dominan Yang
Dilakukan Google LLC Terhadap Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan No 03/KPPU-
L/2024),” Jurnal llmu Hukum Islam Dan Peradilan 2, no. 1 (2024), hlm. 84.

° Dinda Azzahra and Sylvana Murni Deborah Hutabarat, “Monopolistic Practices by
Google LLC through the Implementation of the Google Play Billing System (Case Study of KPPU
Decision Number 03/KPPU-1/2024),” Jurnal Daulat Hukum 8, no. 3 (2025), hlm. 73-80.

10 Yoandito, “Tinjauan Yuridis Terkait Posisi Dominan Yang Dilakukan Google LLC
Terhadap Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan No 03/KPPU-L/2024),” him. 52

' Tbid., him. 69.



Putusan KPPU ini memunculkan "gap" atau kesenjangan yang
signifikan antara realitas praktik bisnis di pasar digital yang dirasakan
memberatkan developer dengan penafsiran hukum yang menyatakan
tidak adanya pelanggaran.'? Tingginya service fee sebesar 15%-30%
yang bersifat mandatory, tanpa opsi alternatif yang kompetitif,
berpotensi menghambat inovasi, menaikkan biaya bagi konsumen
akhir, dan menciptakan hambatan masuk (barrier to entry) bagi
pelaku usaha baru.'

Kesenjangan ini menggarisbawahi urgensi untuk meninjau
kembali putusan KPPU dari berbagai perspektif hukum, tidak hanya
terbatas pada hukum persaingan usaha konvensional, tetapi juga
melalui kerangka Magqasid Asy-Syari‘ah. Maqgasid Asy-Syariah,
sebagai tujuan luhur syariat Islam, menekankan pada pencapaian
kemaslahatan (kesejahteraan) bagi umat manusia,'* yang mencakup

15

perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.””> Dalam

konteks ekonomi, prinsip ini mendorong terciptanya keadilan,

12 Luthfia and Hernawan Hadi, “Analisis Pengaturan Merger, Akuisisi, Dan Konsolidasi
PT Dalam Ketentuan UU Anti Monopoli,” Privat Law 9, no. 2 (2021), hlm. 76.

13 Muarofah Devya Verdiana, “Hambatan Legalitas (Legal Barriers To Entry) Dalam
Bentuk Monopoly By Law Pada Iklim Persaingan Usaha Di Indonesia,” Skripsi, 2011, hlm. 101.

14 M. Zighri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, “TEORI MAQASID ASY-SYARI AHAL-
SYARI’AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH,” Jesya (Jurnal Ekonomi
& Ekonomi Syariah) 5, no. 1 (2022), him. 63.

15 Ahmad Suganda, “Urgensi Dan Tingkatan Maqasid Asy-Syari‘ah Dalam Kemaslahatan
Masyarakat,” Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan 30, no. 1 (2020), hlm. 55.



transparansi, dan pencegahan praktik eksploitatif.'®

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi
untuk menganalisis secara mendalam praktik penguasaan pasar oleh
pelaku usaha platform digital yang memiliki kekuatan gatekeeper,
khususnya dalam penerapan Google Play Billing System, serta
implikasinya terhadap persaingan usaha yang sehat di era ekonomi
digital.

Peninjauan ini akan dilakukan melalui dua lensa analisis yang
komplementer: hukum persaingan usaha Indonesia dan Magasid Asy-
Syart‘ah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif
yang lebih holistik dan komprehensif, bukan hanya sekadar menilai
legalitas formal berdasarkan undang-undang positif, tetapi juga
mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kemaslahatan yang
menjadi inti dari Magasid Asy-Syart‘ah."”

Analisis mendalam diharapkan dapat mengungkap potensi
dampak negatif kebijakan GPBS terhadap persaingan yang sehat dan
kesejahteraan developer serta konsumen, meskipun KPPU
menyatakan tidak ada pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli

16 Masyhuri et al, “IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PERUSAHAAN
BERLANDASKAN MAQASID ASY-SYARI'AH DALAM MENCIPTAKAN PEREKONOMIAN
BERKEADILAN,” Islamic Economic and Business Journal 2, no. 1 (2020), hlm. 68.

17 Muhamad Habib et al., “Analisis Komparatif Antara Ahli Waris Pengganti Dalam
Kompilasi Hukum Islam Dan Plaatsvervulling Dalam KUHPerdata: Studi Literatur Dan
Yurisprudensi,” Journal of Innovative and Creativity (Joecy) 5, no. 2 (2025), him. 59.



dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian, penelitian ini
tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum
persaingan usaha, tetapi juga menawarkan kerangka alternatif bagi
regulator dalam menanggapi tantangan pasar digital yang terus

berkembang, demi terwujudnya ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdsarkan Latar Belakang yang sudah dipaparkan penulis, maka

yang menjadi rumusan masalah dalam penilitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-1/2024
dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat?

2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU dalam
Putusan Nomor 03/KPPU-1/2024 dalam menilai ada atau
tidaknya penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan

oleh Google LLC?

3. Bagaimana Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-1/2024 ditinjau
dari perspektif Magasid Asy-Syari'ah  dalam upaya
mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan

terhadap pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi digital?

C. Tujuan dan Kegunaan



Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan, maka tujuan

kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a.

Menganalisis kesesuaian Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-
1/2024 dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menganalisis pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU
dalam Putusan Nomor 03/KPPU-1/2024 dalam menilai ada
atau tidaknya penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi

dominan oleh Google LLC.

Menganalisis Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-1/2024 dari
perspektif  Maqgasid Asy-Syari'ah, Xhususnya dalam
mewujudkan keadilan (a/- ‘adl), perlindungan harta (hifz al-
mal), pencegahan kemudaratan (raf* al-darar), dan
kemaslahatan umum (tahqiq al-maslahah) dalam ekosistem

ekonomi digital.

2. Kegunanaan Penelitian

a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum,



1)

khususnya di bidang hukum persaingan usaha dan hukum
ekonomi syariah. Dengan mengintegrasikan dua kerangka
analisis yang berbeda, yaitu hukum positif dan Magasid
Asy-Syari‘ah, penelitian ini akan memperkaya khazanah
keilmuan mengenai bagaimana fenomena ekonomi digital
yang kompleks dapat didekati dari berbagai sudut pandang
normatif. Hal ini juga dapat mendorong diskusi lebih lanjut
tentang harmonisasi antara prinsip-prinsip persaingan usaha
global dengan nilai-nilai keadilan Islam dalam konteks pasar
modern.  Penelitian ini  juga berkontribusi  pada
pengembangan teori pembuktian hukum dan penegakan
hukum dalam kasus-kasus persaingan usaha di pasar digital,
khususnya terkait penguasaan pasar dan penyalahgunaan
posisi dominan yang seringkali ambigu dalam regulasi yang

ada.
Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan
wawasan bagi berbagai pihak antara lain:

Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hasil
penelitian ini dapat menjadi masukan atau pertimbangan
dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan
terkait kasus-kasus persaingan usaha di pasar digital yang

melibatkan  platform-platform  besar, serta dalam



pengembangan pedoman penegakan hukum yang lebih
relevan dan adaptif.

2) Bagi Pelaku Usaha (Developer Aplikasi), penelitian ini dapat
meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dalam
berinteraksi dengan platform dominan, serta memberikan
argumen hukum dan etika yang kuat untuk melakukan
advokasi terhadap praktik-praktik yang dianggap tidak adil.

3) Bagi Masyarakat Umum dan Konsumen, penelitian ini dapat
memberikan edukasi mengenai isu-isu persaingan usaha di
pasar digital, sehingga mereka dapat menjadi konsumen
yang lebih kritis dan mendukung praktik bisnis yang beretika
dan bertanggung jawab.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai hukum persaingan usaha, praktik posisi dominan,
dan ekonomi digital telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik
dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal. Dalam
hukum persaingan usaha, posisi dominan merupakan kondisi di mana
suatu pelaku usaha memiliki kekuatan ekonomi yang memungkinkan
untuk mengendalikan harga, pasokan, atau akses pasar, sehingga
dapat menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara efektif.'®

Literatur mengenai hal tersebut menjelaskan bahwa kekuatan pasar

18 M. Raihan Mappuji and Lingga Wisnu Wardana, “Fintech Competition Compliance:
Analisis Pelaku Usaha Fintech Dalam Menjalankan Program Kepatuhan Persaingan Usaha KPPU,”
Jurnal Studia Legalia 4, no. 01 (2023), hlm. 76-80.
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digital terbentuk bukan semata karena penguasaan fisik atas sumber
daya, melainkan melalui network effects, data control, dan
algorithmic power yang menghasilkan bentuk dominasi baru.!
Kondisi tersebut tercermin secara nyata dalam praktik Google LLC
melalui penerapan Google Play Billing System, sebagaimana dikaji
dalam penelitian ini, di mana kekuatan pasar digital dimanfaatkan
untuk mewajibkan penggunaan satu sistem pembayaran tertentu dan
menutup akses terhadap alternatif lain.

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-1/2024 merupakan salah satu
putusan penting dalam perkembangan penegakan hukum persaingan
usaha di Indonesia, khususnya dalam konteks ekonomi digital dan
platform global. Putusan ini lahir dari pemeriksaan terhadap Google
LLC atas dugaan penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi
dominan melalui kebijakan Google Play Billing System, yang
mewajibkan pengembang aplikasi untuk menggunakan sistem
pembayaran milik Google dalam transaksi digital di Google Play
Store.?”

Dalam literatur hukum persaingan usaha, putusan KPPU

dipandang tidak hanya sebagai instrumen penyelesaian sengketa,

1 Qiangian Jiang et al., “Platform Economy in the Digital Age: A Literature Review of
Digital Platform and Monopoly,” Advances in Economics, Management and Political Sciences 92,
no. 1 (2024), him. 64-65.

20 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Putusan Nomor 03/KPPU-1/2024 Tentang Dugaan
Praktik Monopoli Dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Google LLC,” (Jakarta, 2024), hlm.
54-58.
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tetapi juga sebagai sumber pembentukan doktrin hukum yang
memberikan tafsir konkret atas norma Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999.2' Oleh karena itu, Putusan KPPU No. 03/KPPU-1/2024
memiliki signifikansi akademik karena memperluas pemaknaan
konsep penguasaan pasar dalam konteks ekonomi digital, yang tidak
semata-mata diukur berdasarkan pangsa pasar, tetapi juga melalui
penguasaan atas infrastruktur digital dan titik akses utama
(gatekeeper) dalam ekosistem platform.

Kajian mengenai praktik diskriminasi dan perilaku eksploitatif
oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dalam penguasaan
pasar digital telah banyak dilakukan dalam literatur hukum persaingan
usaha kontemporer. Perkembangan platform digital telah menggeser
konsep dominasi pasar dari penguasaan sumber daya fisik menuju
penguasaan ekosistem digital yang ditopang oleh network effects,
kontrol data, dan kekuatan algoritmik.?? Kondisi ini menyebabkan
platform digital memiliki kemampuan untuk mempengaruhi struktur
pasar secara sepihak dan menciptakan ketergantungan ekonomi bagi
pelaku usaha lain yang berada dalam ekosistemnya. Beberapa ahli
hukum persaingan usaha menegaskan bahwa diskriminasi dalam

pasar digital sering kali bersifat non-harga (non-price discrimination),

21 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Praktik Penegakan Hukum
Persaingan Usaha Di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 75-80.

22 Lina M. Khan, “Amazon’s Antitrust Paradox,” Yale Law Journal, 2017, hlm. 63-65.
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yaitu melalui kebijakan kontraktual dan teknis yang membatasi akses,
pilihan, serta kebebasan berusaha pengguna platform.?* Diskriminasi
semacam ini tidak selalu tampak dalam bentuk perbedaan harga,
melainkan melalui kewajiban penggunaan layanan tertentu,
pembatasan interoperabilitas, serta ancaman sanksi terhadap pelaku
usaha yang tidak mematuhi aturan platform dominan.?*

Di sisi lain, literatur mengenai Maqasid Asy-Syart ah sebagai
pendekatan normatif dalam analisis hukum dan ekonomi telah
berkembang secara signifikan, khususnya dalam merespons dinamika
sistem ekonomi modern. Secara konseptual, Magasid Asy-Syart ah
dipahami sebagai tujuan-tujuan utama dari ditetapkannya hukum
Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia (jalb al-maSalih)
dan pencegahan kerusakan (dar’ al-mafasid).>> Tujuan tersebut secara
klasik mencakup perlindungan atas lima kepentingan pokok, yaitu
agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al- ‘aql), keturunan

(hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).*®

23 David S Evans and Richard Schmalensee, Matchmakers: The New Economics of

Multisided Platforms, Harvard Business Review Press, 2016, hlm. 50-55.

hlm. 73.

24 Erik Gordon et al., “Antitrust and Platform Monopoly,” Yale Law Journal 130 (2021),

25 Jasser Auda, “Magasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.

London: The International Institute of Islamic Thought.,” The International Institute of Islamic
Thought, 2007, hlm. 65.

26 Aba Ishaq Ibrahim bin Miisa, AI-Muwdafaqat Fi Usil Al-Shari‘Ah, Dar Al- Ma rifah,

2004, hlm. 210.
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Dalam konteks ekonomi, para pemikir kontemporer
menegaskan bahwa Magasid Asy-Syari‘ah tidak hanya berfungsi
sebagai landasan etika, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif
terhadap struktur pasar dan praktik bisnis.?’ Chapra (2008)
menegaskan bahwa sistem ekonomi yang sesuai dengan Magasid
Asy-Syari‘ah harus menjamin keadilan distributif, mencegah
eksploitasi, serta menghindari konsentrasi kekuatan ekonomi yang
berlebihan pada satu pihak.?® Oleh karena itu, praktik monopoli dan
penyalahgunaan kekuatan pasar dipandang bertentangan dengan
prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) dan keadilan sosial.

Beberapa literatur menyoroti bahwa Magqgasid Asy-Syari ah
memiliki relevansi kuat dalam menganalisis praktik ketidakadilan
ekonomi yang muncul akibat ketimpangan posisi tawar. Auda (2008)
mengembangkan pendekatan Maqasid Asy-Syari ah berbasis sistem
(systems approach) yang menekankan pentingnya keterbukaan,
keadilan, dan penghapusan dominasi struktural dalam relasi sosial
dan ekonomi.”® Dalam perspektif ini, kebijakan ekonomi yang

menutup pilihan, membatasi kebebasan kontraktual, dan menciptakan

27 Muhammad Nejatullah Siddiqi, “Role of the State in the Economy: An Islamic
Perspective,” Islamic Economic Studies 12, no. 1 (1996), him. 111.

28 M. Umer Chapra, “The Islamic Vision of Development in the Light of Magasid Al-
Shariah,” Occasional Papers Series 15,2008, him. 64-66.

2 Auda, “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.
London: The International Institute of Islamic Thought,” hlm. 45-48
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ketergantungan sepihak dinilai bertentangan dengan tujuan syariah
yang berorientasi pada kemaslahatan publik.>°

Dalam kajian hukum bisnis Islam, praktik eksploitasi ekonomi
sering dikaitkan dengan konsep zulm (ketidakadilan) dan ikrah
(pemaksaan). Al-Zuhayli (1985) menjelaskan bahwa transaksi yang
dilakukan dalam kondisi tidak seimbang, di mana satu pihak tidak
memiliki alternatif rasional selain menerima syarat yang merugikan,
berpotensi kehilangan legitimasi moral dan hukum dalam perspektif
syariah.>! Pandangan ini sejalan dengan prinsip Magqasid Asy-
Syart‘ah yang menolak praktik ekonomi yang merugikan salah satu
pihak meskipun dilakukan secara formal melalui perjanjian.?

Berdasarkan telaah pustaka di atas, kebaruan (novelti)
penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, penelitian ini
secara khusus dan mendalam mengkaji Putusan KPPU Nomor
03/KPPU-1/2024 yang relatif baru dan belum banyak dianalisis secara
akademis. Putusan ini penting karena menyangkut raksasa teknologi
global dan implikasinya terhadap pasar aplikasi di Indonesia. Kedua,
penelitian ini mengintegrasikan dua perspektif analisis yang jarang

digabungkan dalam satu kajian kasus persaingan usaha, yaitu hukum

30 Ibid., hlm. 67-70.

3 Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuh,” Damaskus: Dar Al-Fikr Jilid
VI (1985), him. 2870-2873.

32 Auda, “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.
London: The International Institute of Islamic Thought,” hlm. 68-70.
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persaingan usaha Indonesia dan Magasid Asy-Syari ah. Pendekatan
dwiperspektif ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih
holistik, tidak hanya dari segi legalitas formal, tetapi juga dari aspek
etika dan keadilan substantif sesuai tujuan syariat.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi kekosongan
literatur yang menganalisis kasus penguasaan pasar dan posisi
dominan di ekonomi digital dari sudut pandang hukum positif dan
prinsip kemaslahatan Islam secara bersamaan, menawarkan
rekomendasi yang lebih berimbang bagi regulator dan pelaku pasar.

. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang bersifat integratif
dengan mengombinasikan teori hukum persaingan usaha dan teori
Magasid Asy-Syari‘ah menurut Ibnu ‘ Ashiir. Kerangka ini digunakan
untuk menganalisis praktik posisi dominan Google LLC dalam
penerapan penguasaan pasar sebagaimana diputus dalam Putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-1/2024, baik
dari perspektif hukum positif nasional maupun dari perspektif nilai-
nilai keadilan dalam hukum Islam.

Dalam teori hukum persaingan usaha, posisi dominan
digunakan untuk menjelaskan kondisi ketika suatu pelaku usaha
memiliki kemampuan bertindak secara independen dari tekanan

persaingan yang efektif.3* Posisi dominan tidak hanya ditentukan oleh

33 Richard Whish and David Bailey, “11. Enterprise Act 2002: Market Studies and Market
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besarnya pangsa pasar, tetapi juga oleh penguasaan atas teknologi,
infrastruktur penting, serta tingkat ketergantungan pelaku usaha lain
terhadap fasilitas yang dikuasai oleh pelaku usaha dominan.** Dalam
konteks ekonomi digital, dominasi pasar sering kali bersifat struktural
dan sulit ditandingi karena diperkuat oleh efek jaringan dan
penguasaan ekosistem.*’

Keberadaan posisi dominan menjadi bermasalah ketika
dianalisis melalui teori penyalahgunaan posisi dominan (abuse of
dominance). Teori ini menegaskan bahwa posisi dominan pada
dirinya sendiri tidak dilarang, namun menjadi melanggar hukum
apabila digunakan untuk membatasi persaingan atau mengeksploitasi
pihak lain secara tidak wajar.’® Penyalahgunaan tersebut dapat
berbentuk perilaku eksklusif yang menutup akses pasar atau perilaku
eksploitatif yang membebani pelaku usaha lain dengan syarat

transaksi yang tidak adil.’’

Investigations,” in Competition Law, 2024, him. 61-65.

34 Hwa Ryung Lee, “Abuse of Dominance in Digital Markets: The Korea Fair Trade

Commission’s Google Play Store Decisio,” Seoul Journal of Economics 37, no. 1 (2024), him. 51-

56.

hlm. 53.

hlm. 74.

35 Evans and Schmalensee, Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms,

36 Whish and Bailey, “11. Enterprise Act 2002: Market Studies and Market Investigations,”

37 Lee, “Abuse of Dominance in Digital Markets: The Korea Fair Trade Commission’s

Google Play Store Decisio,” him. 68.
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Kewajiban penggunaan Google Play Billing System yang
diterapkan oleh Google LLC merupakan bentuk perilaku penguasaan
pasar yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena
menutup kemungkinan penggunaan sistem pembayaran alternatif
oleh pengembang aplikasi.*® Praktik tersebut dinilai oleh KPPU telah
menghambat persaingan di pasar jasa pembayaran digital dan
mengurangi kebebasan berusaha pengembang aplikasi.** Oleh karena
itu, KPPU menyatakan bahwa Google telah melakukan
penyalahgunaan posisi dominan yang bertentangan dengan prinsip
persaingan usaha yang sehat.*’

Analisis tersebut diperkuat dengan teori Essential Facilities,
yang menyatakan bahwa pelaku usaha dominan dilarang menolak
atau membatasi akses terhadap fasilitas yang bersifat esensial apabila
fasilitas tersebut merupakan prasyarat utama bagi pelaku usaha lain
untuk dapat bersaing secara efektif.*! Google Play Store, beserta
sistem pembayaran yang terintegrasi di dalamnya, dapat dipahami
sebagai fasilitas esensial dalam ekosistem aplikasi Android. Dengan

menguasai fasilitas tersebut dan mewajibkan penggunaan Google

38 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Putusan Nomor 03/KPPU-1/2024 Tentang Dugaan

Praktik Monopoli Dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Google LLC,” hlm. 278-280.

hlm. 58.

3 1bid., hlm. 301.
40 Tbid., him. 343.

41'Whish and Bailey, “11. Enterprise Act 2002: Market Studies and Market Investigations,”
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Play Billing System, Google dinilai telah menggunakan penguasaan
atas fasilitas esensial untuk memperkuat dominasinya dan
menghambat persaingan.*?

Selain teori persaingan usaha, penelitian ini juga menggunakan
teori Magasid Asy-Syari'ah menurut Ibnu ‘Ashiir sebagai pisau
analisis normatif. Ibnu ‘Ashiir memperkenalkan konsep Magasid
Asy-Syari‘ah al-‘Ammah li al-Syari‘ah, yaitu tujuan-tujuan umum
syariat yang mencakup keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan umum
dalam kehidupan sosial dan ekonomi.* Prinsip keadilan menuntut
agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk
menindas pihak lain, sementara prinsip kebebasan menjamin
kebebasan berusaha sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.*

Ibnu ‘Ashir juga menegaskan bahwa kepentingan umum
(maSlahah ‘ammah) harus didahulukan daripada kepentingan
individu atau kelompok tertentu.* Praktik ekonomi yang menciptakan
dominasi dan menutup akses pasar dapat dikategorikan sebagai bentuk

ihtikar, meskipun dilakukan dalam bentuk penguasaan akses dan

42 Anna Maria Tri Anggraini et al., “The Doctrine of Essential Facilities in Competition
Law: Balancing Monopoly Power and Fair Competition,” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
8, no. 2 (2025), hlm. 67-69.

43 Muhammad al-Tahir ibn ‘Ashir, Maqasid Al-Syari‘ah Al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-
Salam, 2006), hlm. 142-143.

4 Ibid., 176-178.

4 Ibid., 211-215.
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sistem, bukan penimbunan barang secara fisik.*® Dalam konteks
ekonomi digital, praktik Google Play Billing System dapat dipahami
sebagai bentuk ihtikar modern karena Google menguasai akses
distribusi dan transaksi aplikasi Android.

Kerangka terintegrasi antara teori hukum persaingan usaha
dan teori Magasid Asy-Syari ah ini memungkinkan penelitian untuk
tidak berhenti pada penilaian yuridis formal terhadap praktik posisi
dominan Google LLC, melainkan juga memberikan justifikasi etis
atas perlunya pembatasan kekuatan pasar demi mencegah dominasi
struktural dan eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, dual framework
tersebut berfungsi sebagai analytical tool yang komprehensif dalam
mencapai tujuan penelitian, yaitu merumuskan model perlindungan
hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum dengan nilai-nilai
keadilan substantif, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tidak
hanya kuat secara yuridis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan
secara normatif dalam menghadapi tantangan transformasi ekonomi

digital yang berkeadilan dan inklusif.

Metode Penelitian
Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library

research) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data

46 Az-Zuhaili, “Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuh,” him. 217
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yang berasal dari buku-buku, jurnal ataupun karya ilmiah yang
berkaitan dengan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-1/2024 sebagai
objek utama analisis. Penelitian kepustakaan dilakukan guna
mencari berbagai konsep, teori, asas-asas, doktrin, aturan yang

berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.*’
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif karena akan
menggambarkan secara sistematis dan komprehensif mengenai
praktik posisi dominan Google LLC dan isi Putusan KPPU.
Analitis karena akan menganalisis dan menginterpretasikan data
yang terkumpul dari berbagai perspektif teori dan konsep hukum,
serta Magasid Asy-Syart ah, untuk memberikan pemahaman yang
mendalam dan kritis terhadap permasalahan yang diteliti.*3
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif, yakni hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis
dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan
sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku
manusia yang dianggap pantas. Sehingga Penulisan ini

dimaksudkan untuk membahas secara teoritik mengenai praktik

47 Rusdin Tahir, Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan
Praktik, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 53-56.

8 Ibid., hlm. 70-75.
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penguasaan pasar dan posisi dominan yang dilakukan Google LLC
melalui Google Play Billing System perspektif hukum persaingan
usaha dan Magasid Asy-Syari‘ah dengan menggunakan teori
persaingan usaha dan Magqgasid Asy-Syari‘ah. Pendekatan
dilakukan dengan berdasarkan pada hukum positif yaitu UU No. 5
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.
4. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan
dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum
sebagai berikut:*’
a. Bahan Hukum Primer
Penulis menggunakan bahan primer sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-
1/2024.
3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun
20009.
4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun
2011.

5) Peraturan Ketua KPPU Nomor 4 Tahun 2022.

4 Sudikno Mertokusumo, “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty,”
Yogyakarta: Liberty, 2007, him. 60.
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b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang berkaitan erat dengan bahan primer, penulis
menggunakan bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum
seperti buku-buku tentang hukum, kamus hukum, dan jurnal
hukum khususnya tentang Magqgasid Asy-Syari‘ah, praktik
penguasaan pasar, dan persaingan usaha tidak sehat.

c. Bahan Hukum Tersier

Data yang bisa memberikan tambah informasi dan penjelasan atas
bahan primer dan sekunder yang diperoleh dari Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Arab (A4/-Munawwir),
dan Internet yang sumbernya memang kredibel. Dan juga
bersumber dari publikasi di luar ilmu hukum seperti ilmu ekonomi

sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian.
Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam
penelitian ini yaitu studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum
yang dikumpulkan baik bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier.”’
Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif

deskriptif, yaitu menjelaskan pokok-pokok persoalan dan

50 Ibid., hlm. 78-83.
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menganalisis data yang diperoleh secara teliti dan cermat untuk
mendapatkan kesimpulan akhir, bertujuan untuk menggambarkan
keadaan atau ingin mengetahui fenomena tertentu. Sementara itu,
metode analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan atau langkah,
sebagaimana dijelaskan dalam model analisis yang dikembangkan
oleh Miles dan Huberman. Secara opreasional, metode analisis
data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana

model analisis data yang dilakukan Miles dan Heberman."!

Pertama, reduksi data yaitu kegiatan merangkum, memilih
hal- hal pokok mefokuskan pada hal-hal yang penting, data yang
telah direduksi nantinya akan memberikan gambaran lebih jelas
dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

Kedua, penyajian data adalah proses menyusun informasi
agar lebih mudah dipahami. Dalam analisis kualitatif, data biasanya
disajikan dalam bentuk teks yang awalnya terpisah berdasarkan
sumber dan waktu pengumpulannya. Setelah itu, data

diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan.

Ketiga, menarik kesimpulan bedasarkan reduksi,
interpretasi penyajian data yang telah dilakukan pada tahap
sebelumnya. Selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif,

maka penarikan kesimpulan akan bertolak dari hal-hal yang khusus

51 Amirudin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Rajawali Press,

2012), him. 38.
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sampai kepada rumusan simpulan yang sifatnya umum.

Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi sistematis, penulis membuat
sistematika pembahasan ini untuk mempermudah dalam
memahami penulisan penelitian. Oleh karena itu, penulis akan

menjelaskan serta membagi bab-babnya sebagai berikut:

Bab Pertama, Bab ini merupakan langkah awal yang
menyajikan gambaran umum penelitian. Di dalamnya memuat
latar belakang masalah yang menjelaskan akar permasalahan
terkait praktik penguasaan pasar dan posisi dominan yang
dilakukan Google LLC melalui kebijakan Google Play Billing
System. Selanjutnya, rumusan masalah dirumuskan sebagai
pertanyaan penelitian, diikuti oleh tujuan dan kegunaan penelitian
untuk mengetahui kontribusi ilmiah dari studi ini. Telaah pustaka
disajikan untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara
penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan landasan teori yang
menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan, serta metode
penelitian yang digunakan. Bab ini ditutup dengan sistematika

penulisan secara menyeluruh.

Bab Kedua, Bab ini membahas secara mendalam konsep
hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya terkait
penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan, serta

perkembangan regulasi di sektor ekonomi digital, termasuk teori-
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teori relevan yang menjadi landasan analisis.

Bab Ketiga, Bab berisi tentang tinjauan umum mengenai
objek yang akan diteliti dalam penelitian ini. Selain itu penulis
akan menjabarkan data yang didapatkan dari studi kepustakaan
Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan KPPU Nomor 3
Tahun 2011, dan Putusan Nomor 03/KPPU-1/2024 tentang Dugaan
Pelanggaran Pasal 19 huruf a dan huruf b UU Nomor 5 Tahun

1999.

Bab Keempat, Bab ini merupakan analisis hasil dari
penelitian yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam
penelitian ini termasuk analisis Putusan Nomor 03/KPPU-1/2024
tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf a dan huruf'b dan Pasal
25 UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan peraturan perundang-

undangan terkait dan Magqasid Asy-Syari ah.

Bab Kelima, Penutup, Bab terakhir ini berisi penutup yang
terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap problematika yang
diangkat dan diteliti dalam penelitian ini. Kemudian juga
dilengkapi daftar pustaka untuk memberikan data bagi para

pembaca mengenai sumber yang digunakan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikaji, disimpulkan

bahwa:

1. Google Play Billing tidak termasuk dalam Pasar Bersangkutan.
Namun, terkait dengan cakupan Pasar Bersangkutan tersebut,
penulis beranggapan bahwa Pasar Bersangkutan dalam kasus
ini seharusnya tidak terbatas pada Google Play Store semata
karena terdapat substitusi dari sisi permintaan dalam hal
penggunaan Google Play Billing dan dari sisi penawaran
Google Play Billing memiliki pesaing yang berpotensi untuk
bersaing di pasar yang sama. Oleh karena itu, dengan
terpenuhinya dua substitusi tersebut, Google Play Billing
seharusnya termasuk ke dalam pasar bersangkutan dan

memenuhi unsur dalam Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999.

2. Google LLC memiliki posisi dominan dalam pasar distribusi
aplikasi berbasis sistem operasi Android di Indonesia. Dominasi
tersebut tidak hanya tercermin dari besarnya pangsa pasar
(sebesar 93% dalam pangsa pasar Appstore di Indonesia), tetapi

terutama dari penguasaan terhadap infrastruktur distribusi

118
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utama, yakni Google Play Store, yang secara praktis menjadi
gerbang akses ke mayoritas pengguna Android. Struktur pasar
yang demikian memperlihatkan minimnya substitusi efektif,
tingginya hambatan masuk, serta kuatnya efek jaringan dan
integrasi sistem, sehingga pengembang aplikasi berada dalam

kondisi ketergantungan struktural terhadap platform tersebut.

3. Praktik penguasaan pasar dan kebijakan Google Play Billing
oleh Google LLC tidak sejalan dengan tujuan perlindungan
harta (hifz al-mal) dalam kerangka Magqasid Asy-Syari‘ah
sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad al-Tahir Ibn Ashur.
Penguasaan atas jalur distribusi utama yang kemudian diikuti
dengan kewajiban penggunaan sistem pembayaran internal
menciptakan konsentrasi manfaat ekonomi pada satu pelaku
usaha, sementara pelaku usaha lain berada dalam posisi
ketergantungan yang membatasi kebebasan ekonomi mereka.
Kondisi ini menunjukkan tereduksinya prinsip keadilan
distribusi dan keseimbangan kemaslahatan yang menjadi

orientasi utama maqashid.

B. Saran

Perlunya KPPU menyusun peraturan yang memberikan pedoman
anti persaingan di sektor digital sehingga pedoman tersebut dapat

melengkapi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
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1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat dengan kriteria di sektor digital tersebut digunakan
sebagai pencegahan dan/atau penegakan hukum pelanggaran di

sektor digital yang bersifat anti persaingan.
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